KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON
NOMOR : 120/PP.04.2-Kpt/7173/KOTA/III/ 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TOMOHON NOMOR : 81/PP.04.2-Kpt/7173/KOTA/I1/2020 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TOMOHON
BARAT KOTA TOMOHON UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI UTARA, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

Menimbang : a. bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi
terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia maka Komisi Pemilihan
Umum Kota telah menetapkan penundaan beberapa
tahapan Pemilihan melalui Surat Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020
tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya
Pencegahan Penyebaran Covid-19, dan Surat Edaran
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor
179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan
Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-
19

b. bahwa Surat Keputusan dan Surat Edaran Komisi
Pemilihan Umum sebagaiman pada huruf a, telah
ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 50/PL.02.2-
Kpt/71/Prov/IlI/2020 tentang Penundaan Tahapan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara

Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-



Mengingat

1.

19 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Tomohon Nomor : 114/PL.02-Kpt/7173/KOTA/III/2020
tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara serta Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020 dalam Upaya
Pencegahan Penyebaran Covid-19

bahwa untuk melaksanakan instruksi Komisi Pemilihan
Umum pada angka 1 dan angka 2 Surat Dinas Nomor:
285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020
tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan
Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan
Panitia Pemungutan Suara (PPS), yang menginstruksikan
kepada KPU Kabupaten/Kota untuk menunda semua
aktfitas tahapan pemilihan yang dilaksanakan oleh Badan
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Tahun 2020 diantaranya
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sampai diterbitkan
ketentuan lebih lanjut serta membuat Surat Keputusan
KPU Kabupaten/Kota untuk menunda masa kerja PPK
dengan melakukan perubahan atas Surat Keputusan KPU
Kabupaten/Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan
Anggota PPK;

bahwa berdasarkan pertimbangan dan untuk
melaksanakan ketentuan pada huruf a, huruf b dan huruf
c, dipandang perlu menetapakan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Perubahan Kedua
atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Tomohon Nomor : 81/04.2-Kpt/7173/KOTA/III/2020
tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon untuk
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Sulawesi Utara, Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tomohon Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota
Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5898);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum



Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum. (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tanggal 4
Februari 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana
diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
169/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 Tanggal 16 Maret 2020
tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tanggal 4
Februari 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota ;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indoensia
Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang
Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan
Penyebaran Covid-19



10.

11.

Memperhatikan:

1.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Utara Nomor : 50/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang
Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Sulawesi Utara dalam Upaya Pencegahan
Penyebaran Covid-19;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor
530/PL.02.2-Kpt/7173/KOTA/XII/2019 tentang
Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Tomohon Nomor : 473/PL.02.2-Kpt/7173/KOTA/X/2019
tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tomohon Tahun 2020;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor
: 46/PP.02.2-Kpt/7173/KOTA/1/2020 tentang Perubahan
atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon
Nomor : 525/PP.02.2-Kpt/7173/KOTA/XI/2019 tentang
Pedoman teknis tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kota
Tomohon serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tomohon Tahun 2020;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor
: 114 /PL.02-Kpt/7173/KOTA/III/2020 tentang Penundaan
Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi
Sulawesi Utara Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
Tomohon Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan
Penyebaran Covid-19

Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor
179/PL.02-Kpt/01/KPU/II[/2020 tentang Penundaan
Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-
19

Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret
2020 perihal tindak lanjut pelaksanaan Tahapan Pemilihan
Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia

Pemungutan Suara (PPS);



Menetapkan

3.  Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun
2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil
Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di
Lingkungan Instansi Pemerintah

4. Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 97
Tahun 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat
Penanganan Bencana Non Alam Virus Corona (Covid-19) di
Provinsi Sulawesi Utara

S. Berita Acara Nomor : 16/PP.04.2-BA/7173/KOTA/11/2020
tentang Penetapan nama-nama calon anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) terpilih dan peringkat calon
anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020;

6. Berita Acara Nomor : 19/PP.04.2-BA/7173/KOTA/I1/2020
tentang Pembukaan Kotak Tanggapan Masyarakat Tahap 2
Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);

7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota
Tomohon Nomor: 46/PL.02-BA/7173/KOTA/III/2020, Tgl
22 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara
serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020
Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

8. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota
Tomohon Nomor : 47/PL.02-BA/7173/KOTA/III/2020
tentang Tindak Lanjut Kegiatan Perkantoran dalam rangka
Mencegah Penyebaran Wabah Corona Virus Disease (Covid-

19).

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TOMOHON NOMOR : 81/PP.04.2-
Kpt/7173/KOTA/III/2020 TENTANG PENETAPAN  DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
TOMOHON BARAT KOTA TOMOHON UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA TAHUN 2020



KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Menetapkan:

No. NAMA L/P ALAMAT
RONNY ANTONIO OSAK L TARATARA TIGA
2. | HENGKIE S. L WOLOAN DUA
KOJONGIAN
SURYANI MARINI SUOT P TARATARA SATU
4. | VANO JITES POSUMAH L TARATARA TIGA
ROMMY NOVELD L TARATARA TIGA
LOHO

sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tomohon Barat
Kota Tomohon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya,
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia
Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Tomohon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
Menetapkan penundaan Masa kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) dari sebelumnya terhitung sejak tanggal 1
Maret 2020 sampai dengan 23 November 2020 menjadi tanggak
1 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020 dan terhitung sejak
tanggal 1 April 2020, Masa kerja PPK ditunda dan akan diatur
kemudian disaat adanya ketentuan/pengaturan lebih lanjut oleh
Komisi Pemilihan Umum.

Menetapkan bahwa terhitung sejak tanggal 1 April 2020 PPK
dinonaktifkan sementara dan tidak melaksanakan kegiatan,
tugas dan wewenang dan kewajiban sebagai PPK sampai dengan
adanya Keputusan baru tentang masa kerja PPK.

Pembayaran Honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan
dibayarkan berdasarkan output yang telah dihasilkan dari
kegiatan pada bulan Maret 2020 dan terhitung sejak tanggal 1
April 2020 pembayaran Honorarium PPK dinonaktiftkan
sementara dan akan menunggu Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia terkait kelanjutan Tahapan Pemilihan



Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020

KEENAM . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Aslinya
<9 "\‘r KPU KOTA TOMOHON

n Matanty, SH,. MH
BO42008111001

; ‘;vv

Ditetapkan di Tomohon
Pada tanggal, 31 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TOMOHON

ttd

HARRYANTO Y.S. LASUT



